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KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 2953 TAHUN 2009

TENTANG
N )R STA K SEKOLAH (NSS) DAN KELEMBAGAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
. KABUPATEN SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN,

a. bahwa dalam rangka mengubah status Sekolah Menengah Atas (SMA)

Swasta Desa Mentawak Baru Kecamatan Air Hitam menjadi Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Sarolangun, perlu menetapkan
kembali Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Kelembagaan Sekolah
Menengah Kejuruan tersebut; ~ ES—

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rupati Sarolangun;

I. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

. Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
' 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik -
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890); :

2. Vndang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3803) sebagaimana telah diubah dengan ‘

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 testang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang ‘D~.mbentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tevc Kabupaten iMuaro Jombi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Nezara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambehan Lembaran Negara -
Republik Indonesia Nomor 3969); >

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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4. Undang-Un&ang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Kepuoiik 1ndonesia 1svwt 4301);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nonior 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008
Nomor 03); b

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 01 Tahun 2009
tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor. 01);

MEMUTUSKAN :

Penetapan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Kelcmbagein Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Sarclangun.

Nama dan Tempat Sekolah dimaksud pada diktum PFRIAMA adala’:
Nama Sekolah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan -
ini. ’
Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Sarolangun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2009.









